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TENTANG

PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR TRANSPORTASI DALAM
PEMBERIAN DISKON TARIF TRANSPORTASI UNTUK STIMULUS EKONOMI
PERIODE LIBUR NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,
MENTERI KEUANGAN,

KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,
DAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA

a.

NUSANTARA,

bahwa dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan
mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional diperlukan percepatan
pelaksanaan program/kebijakan  Stimulus Ekonomi  sektor
transportasi;

bahwa sebagaimana disampaikan dalam surat Menteri Sekretaris
Negara Nomor: B-28/M/SDK/KI.00/10/2025 tanggal 22 Oktober
2025, Presiden telah menyetujui dan memutuskan program prioritas
stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tarif transportasi
dengan penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara
pada periode libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik
Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri
Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengaturan Badan
Usaha Milik Negara dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola
Investasi Daya Anagata Nusantara tentang Penugasan kepada
Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dalam Pemberian
Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi Periode Libur
Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;
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Mengingat

Menetapkan

KESATU

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7142);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata
Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7098);

3. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 354),

4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 369;

5. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri
Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI
KEUANGAN, KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA DAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA
INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA TENTANG PENUGASAN
KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR TRANSPORTASI
DALAM PEMBERIAN DISKON TARIF TRANSPORTASI UNTUK
STIMULUS EKONOMI PERIODE LIBUR NATAL TAHUN 2025 DAN
TAHUN BARU 2026.

Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengaturan
Badan Usaha Milik Negara dan Kepala Badan Pelaksana Badan
Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara melakukan langkah-
langkah  secara terkoordinasi sesuai dengan tugas dan
kewenangannya untuk memastikan terlaksananya penugasan
Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang meliputi PT ASDP
Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero),
dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pemberian diskon tarif
transportasi kepada masyarakat yang digunakan pada periode libur
Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan rincian sebagai
berikut:
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026
untuk angkutan laut yang dilakukan oleh PT Pelayaran Nasional
Indonesia (Persero);

- tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026
untuk angkutan penyeberangan dan kereta api yang dilakukan oleh
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia
(Persero).

Pemberian diskon tarif transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilakukan oleh Pemerintah dengan mekanisme:

1. Bantuan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

2. Mekanisme lainnya yang memungkinkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Perhubungan sesuai dengan kewenangannya:

1. memastikan ketersediaan pelayanan transportasi penyeberangan,
laut, dan perkeretaapian dengan aman, selamat, dan terkendali
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. membuat kebijakan terkait pelaksanaan pemberian diskon tarif
transportasi, termasuk perjanjian/kontrak dalam hal diperlukan,
sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA.

3. menuangkan pelaksanaan penugasan atau mekanisme lain dalam
bentuk perjanjian/kontrak dengan BUMN.

Menteri Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya:

Memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas pemberian
diskon tarif tranportasi penyeberangan, laut, dan perkeretaapian sesuai
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara bersama dengan
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata
Nusantara sesuai dengan tugas dan kewenangannya:

Memastikan kepada BUMN untuk melaksanakan penugasan dalam
bentuk pemberian diskon tarif transportasi pada periode libur Natal
Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026
untuk angkutan laut yang dilakukan oleh PT Pelayaran Nasional
Indonesia (Persero);
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- tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026
untuk angkutan penyeberangan dan kereta api yang dilakukan oleh
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia

(Persero).

KEENAM :  Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di
dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Oktober 2025

MENTERI MENTERI KEPALA BADAN KEPALA BADAN
PERHUBUNGAN, KEUANGAN, PENGATURAN PELAKSANA
BADAN USAHA BADAN
MILIK NEGARA, PENGELOLA

INVESTASI DAYA
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